BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR A7 TAHUN 2022
TENTANG

PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN

PEMERINTAHKABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI PASER,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun
2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan
Analisis Beban Kerja, Instansi Daerah Wajib
menyusun Peta Jabatan;

bahwa dengan penyederhanaan  Birokrasi,
Penyederhanaan  Struktur dan Penyetaraan
Jabatan, Peta Jabatan Pemerintah Kabupaten

Paser sudah tidak sesuai dan perlu diganti.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta
Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Paser.



Mengingat :

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Perpanjangan Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen = Pegawai  Negeri  Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri  Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Rl Nomor 41 Tahun 2018
tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun
2020 Tentang Pedoman Analisis Jabatan dan
Analisis Beban Kerja;

Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat



Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser
Nomor 49); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 53).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETA JABATAN

APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASER.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Paser.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah Otonom Kabupaten Paser.

Bupati adalah Bupati Paser.

Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah
Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.



5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai
ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan
perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina
kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan
pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keal';lian dan keterampilan tertentu.

9. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggungjawab, wewenang dan hak Aparatur Sipil Negara dalam
rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau

keterampilan untuk mencapaitujuan organisasi.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman untuk

menentukan kebutuhan pegawai bagi Perangkat Daerah.



Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan

kejelasan dalam perencanaan, kebutuhan pegawai di Lingkungan
Pemerintah Daerah.

BAB III
PENGANGKATAN DALAM JABATAN PELAKSANA

Pasal 4
Setiap Pegawai ASN yang tidak menduduki jabatan struktural dan
jabatanfungsional tertentu diangkat dalam Jabatan Pelaksana.

BAB IV
PETA JABATAN

Pasal 5
(1) Peta Jabatan dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.
(2) Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut
akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
FORMASI JABATAN

Pasal 6
(1) Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
menjadi dasar formasi jabatan.
(2) Formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai dasar untuk:

a. perencanaan kebutuhan pegawai;



b. penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; atau

c. mutasi Pegawai ASN.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Paser Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2020 tentang Peta Jabatan
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Paser.




Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal {4 Nopember 2022

BUPATI PASER
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FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2022 NOMOR

Dipindai dengan CamScanner



